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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UTANG PIUTANG
DENGAN JAMINAN TANPA BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASARI
KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:
WAHYU MAULANA

NPM. 14125099

Kegiatan utang piutang dengan jaminan merupakan hal yang biasa
dilakukan dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya di Dusun Kotasari
Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Kebutuhan dana
yang terus meningkat seiring perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk
memperoleh dana secara mudah dengan waktu yang cepat. Namun sangat
disayangkan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang banyak
dijumpai dibuat secara tidak tertulis, karena kebanyakan masyarakat sudah
terbiasa mengadakan perjanjian utang piutang atas dasar kepercayaan dan tolong
menolong, sehingga tidak dibuat secara otentik. Kemudian pihak peminjam
memberikan jaminan kepada pihak yang meminjami. Mengenai jangka waktu
perjanjiannya biasanya tidak ditentukan secara jelas, sehingga objek jaminan akan
tetap dikuasai oleh pihak yang meminjami selama pihak peminjam belum mampu
memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan yuridis sosiologis
tentang utang piutang dengan jaminan tanpa batas waktu di Dusun Kotasari
Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian yang
dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari pelaku pinjam
meminjam dan beberapa saksi. Selain itu, sumber data lainnya yakni buku dan
penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang
diperlukan diperolenh melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data
terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa utang
piutang dengan jaminan tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Kotasari termasuk
utang piutang yang tidak sah menurut hukum Islam karena menimbulkan
berbagai kerugian bagi salah satu pihak. Akad utang piutang yang dilakukan oleh
masyarakat juga mengandung unsur untung-untungan yaitu timbulnya suatu
keuntungan dan kerugian yang bisa saja didapatkan oleh salah satu pihak. Hal
tersebut terjadi karena banyaknya masyarakat yang tidak memahami hukum
Islam dengan baik, salah satu alasanya karena minimnya pendidikan khusus
hukum Islam sehingga masyarakat melakukan akad utang piutang menurut
kebiasaan yang ada di masyarakat.
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MOTTO
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Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan”.
(Q.S. Al-Bagarah: 283)!

' Q.S. Al-Bagarah [2]: 283
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan masyarakat adat khususnya diwarnai dengan
berbagai transaksi terutama di bidang ekonomi yang terus berlangsung dan
mengalami perkembangan. Pelaksanaan berbagai transaksi tersebut dapat
dilihat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.!

Manusia pastinya akan mengalami perubahan, yang mana perubahan
tersebut dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan semasa hidup.
Perubahan tersebut bisa berdampak positif maupun negatif. Nilai positif
merupakan suatu hal yang mengandung dan membawa manfaat bagi
kehidupan manusia, sedangkan nilai negatif bisa membawa kerugian dan
keuntungan bagi umat manusia. Dalam masalah muamalah, perubahan sosial
yang perlu diperhatikan adalah yang membawa nilai-nilai positif.>

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan segala macam
aspek, termasuk dalam hal mu'amalah, sehingga berdampak menguntungkan
bagi umat manusia. Melalui sistem mu'amalah, maka segala kebutuhan
individu bisa terpenuhi sesuai ajaran syariah.’ Salah satu permasalahan yang

dihadapi masyarakat khususnya di Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan

'Nur Putri Hidayah & Inda Rahadiyan, "Adanya Praktek Jual Gadai (Adol Sende) di
Masyarakat Dusun Pentong, Desa Selorejo, Kecamatan Pundhong, Kabupaten Bantul”, dalam
Legalitas, Vol. 25, No. 2, 2017, 221.

Hasneni, “Tradisi Lokal Pegadaian Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum
Islam”, dalam Islamic Reality: Journal of Islamic & Social Studies, Vol. 1, No. 1, 2015, 70

3Muhamad Turmudi, "Operasi Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam”, dalam Jurnal
Al-'Adl, Vol. 9, No. 1, 2016, 163



Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah yang sedikit berbeda dengan
ketentuannya adalah adanya perjanjian hutang dengan agunan tanpa batasan
waktu.

Mengenai anjuran untuk memberikan jaminan dalam transaksi utang
dan kredit, Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagarah

ayat 283 sebagai berikut:

25 Lam (Sians ool OB dosite Olas WIS Ipad y Sie o a8 )y

Wy s 6T ab LasSy pog 8502l 1505 Vg ayy 1 2dy aslel 250 ()
) YAY (pebs Oshens

Artinya: "Jika Anda sedang dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak
dalam bentuk tunai) dan Anda tidak mendapatkan penulis, maka
biarlah ada kewajiban yang dipegang (oleh debitur). Namun, jika
sebagian dari Anda percaya sebagian dari yang lain , maka biarlah
orang-orang yang dipercaya untuk memenuhi amanat (hutang)
mereka dan biarkan mereka bertakwa kepada Allah, Tuhan mereka;
dan kamu (para saksi) tidak menyembunyikan kesaksianmu.Dan
siapa pun yang menyembunyikannya, lihatlah, dia adalah orang
yang berdosa di hati; dan Allah tahu terbaik apa yang Anda lakukan.
(Surah Al-Bagarah: 283)*

Hutang dan piutang dengan agunan sudah biasa terjadi dalam
kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Dusun Kotasari Kotagajah,
Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat yang
memiliki banyak kebutuhan, menuntut mereka untuk mendapatkan dana
dengan mudah dan cepat. Namun sangat disayangkan sebagian besar
masyarakat di Dusun Kotasari Kotagajah dibuat tidak tertulis, karena
sebagian besar masyarakat di Kotasari Kotagajah terbiasa melakukan

perjanjian hutang dan kredit berdasarkan kepercayaan dan bantuan, sehingga

4 QS Al-Bagarah [2]: 283



dibuat apa adanya. Kemudian peminjam menyerahkan jaminan kepada pihak
pemberi pinjaman.

Lebih lanjut, jangka waktu yang tidak pasti mengakibatkan objek
agunan masih akan tetap dalam penguasaan pemberi pinjaman selama pihak
peminjam belum dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan utang. Hal
ini  justru membuat peminjam berada pada posisi yang kurang
menguntungkan, karena selama peminjam tidak mampu memenuhi
kewajibannya maka agunan dalam hal ini kewenangan masih ada di tangan
pemberi pinjaman dan penggunaannya sepenuhnya dikuasai oleh pemberi
pinjaman. Semakin lama peminjam belum dapat melunasi hutangnya,
semakin lama pemberi pinjaman akan menikmati manfaat dari objek agunan
tersebut, maka akan semakin besar manfaatnya. Bahkan terkadang melebihi
jumlah hutangnya.’

Melihat praktik utang dan kredit yang dilakukan oleh warga Kotasari,
dapat dipahami bahwa transaksi utang dan kredit yang dilakukan tidak ada
batasan waktu. Penebusan barang gadai bisa dilakukan ketika pihak rahin
punya uang untuk melunasinya. Kontrak tersebut di atas sudah berlangsung
bertahun-tahun dan barang yang digadaikan hingga saat ini belum ditebus
pihak Rahin.®

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti ingin melakukan

penelitian dengan mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS

5 Pra survei di Dusun Kotasari, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah pada
tanggal 7 September 2019

% Hasil Pengamatan di Dusun Kotasari, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung
Tengah pada tanggal 7 September 2019



TENTANG UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANPA BATAS
WAKTU DI DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH KECAMATAN

KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH” .

B. Pertanyaan penelitian
Melihat permasalahan pada latar belakang, pertanyaan dalam
penelitian ini yakni: Bagaimana tinjauan yuridis sosiologis agunan tak

terbatas di Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk meninjau
secara yuridis sosiologis tentang agunan tanpa batas waktu di Dusun

Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, sebagai upaya untuk memperkaya khasanah keilmuan
di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait masalah tinjauan
yuridis sosiologis hutang dengan agunan tanpa batas waktu di Dusun
Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung
Tengah.

b. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sebagai
bahan informasi, bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tinjauan
yuridis sosiologis hutang dan piutang dengan jaminan yang tidak

terbatas.



D. Riset yang Relevan

Untuk menghindari pengulangan pembahasan atau pengulangan
penelitian dan untuk melengkapi wacana terkait penelitian, maka, dibutuhkan
sebuah wacana berkenaan dengan penelitian yang sejenis yang telah diteliti
sebelumnya. Sehubungan atas penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa
penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian ini, diantaranya sebagai
berikut:

Pertama, Hendra Nirwansyah, "Praktek Menggadaikan Sawah Tanpa
Batasan Waktu di Kecamatan Pitfeedua Kabupaten Wajo (Kajian Hukum
Islam)”. Hasil dari penelitian ini adalah praktek menggadaikan sawah oleh
masyarakat Kecamatan Pawaiua Kabupaten Wajo. Ada dua solusi, yang
pertama membantu dan yang kedua hanya ingin memanfaatkan apa yang
digadaikan Rahin.’

Kedua, Agustinar & Nanda Rini, “Review Hukum Islam tentang
Pembayaran Piutang dengan Penambahan Panen Padi” Mahasiswa Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah, IAIN Langsa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan hutang usaha tersebut tidak memenuhi
rukun dan persyaratan al-gard, sehingga praktek hutang usaha tersebut tidak
sah menurut hukum Islam. Setiap penambahan jumlah pinjaman dari pihak
yang berhutang dikatakan riba, tambahan hasil panen padi dalam transaksi

hutang dan kredit merupakan tambahan yang tidak dapat diambil walaupun

7 Hendra Nirwansyah, "Praktik Menggadaikan Sawah Tanpa Batasan Waktu di Pegadaian
Kecamatan Kabupaten Wajo (Pengkajian Hukum Islam)”, Skripsi: Program Studi Hukum Acara
Peradilan dan Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar Tahun 2017



pinjaman rata-rata untuk modal usaha dan penambahan ini akan
menyebabkan penurunan. kehidupan ekonominya.®

Ketiga, Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian Piutang dengan Agunan
Tanah Pertanian oleh Pihak Berutang . Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perjanjian hutang dilatarbelakangi karena faktor ekonomi. Proses dilakukan
tanpa prosedur pada umumnya. Bentuk kesepakatannya dilakukan secara
lisan dan tanpa jangka waktu. Alasan disetujuinya perjanjian hutang dan
kredit dengan jaminan penguasaan lahan pertanian oleh debitur secara lisan
dan tanpa jangka waktu karena adanya rasa saling percaya antara para pihak.’

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dan
persamaan yang perlu diketahui. Bedanya, pada kajian pertama fokus
pembahasannya pada perjanjian gadai. Pada studi kedua, fokus pembahasan
lebih pada penambahan pembayaran utang. Pada kajian ketiga, fokusnya
adalah membahas kesepakatan, dan objek penjaminan ditentukan. Sementara
itu, penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai hutang dan piutang
yang ada di masyarakat dari segi yuridis sosiologis. Persamaannya adalah

keduanya membahas hutang dan kredit.

8Agustinar & Nanda Rini, "Kajian Hukum Islam tentang Pembayaran Piutang dengan
Penambahan Panen Beras", dalam Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 111, No. 02,
2018, 143

° Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian Piutang dengan Agunan Penguasaan Lahan Pertanian
oleh Pihak yang Berhutang ”, dalam Journal of Privat Law, Vol. V, No. 2, 2017, 93



BAB I1

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian kontrak

1. Definisi

Akad berasal dari bahasa Arab yang asal katanya al-'aqdu. Kata

mashdar yang berarti menyimpulkan, mengikat tali, kesepakatan,
kesepakatan, perhitungan, mengadakan rapat.!Menurut kamus besar
bahasa Indonesia, kontrak adalah "janji, kesepakatan; kontrak".?
Akad dalam bahasa Arab berarti suatu ikatan atau kewajiban, juga berarti
kontrak atau kesepakatan. Arti kata ini adalah, membentuk ikatan untuk
persetujuan. Ketika dua kelompok bersepakat maka disebut agad, yaitu
ikatan saling memberi dan menerima pada satu waktu. Kewajiban yang
muncul sebagai akibat dari agad disebut uqud.?

Kontrak (:i2l)) adalah kesepakatan, kesepakatan dan konsensus.
Hubungan persetujuan (pernyataan membuat ikatan), dan qabul
(pernyataan menerima ikatan), didasarkan pada syariat yang
mempengaruhi objek pertunangan* Ikatan di sini dapat diartikan sebagai
ikatan yang bermakna antara satu pembicara atau dua pembicaraan, untuk

membawa sesuatu yang pasti ke depan.

Menurut Rachmat Syafei secara etimologis kontrak itu berarti:

a1

. -
. z

'Rahmawati, "Dinamika Kontrak dalam Transaksi Ekonomi Syariah", dalam Al-Iqgtishad,

Vol. I, No. 1, 2011, 21
2Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta; Balai Pustaka, 2008), 24

3Darmawati H, "Kontrak dalam Transaksi Ekonomi Syariah", dalam Sulesana, Vol. 12, No.

2, 2018, 144

4+ M Ali Hasan, Aneka Macam Transaksi dalam Islam (Figih Muamalah), Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2003), 101.



Artinya: "ikatan antara dua hal, baik ikatan nyata maupun ikatan
yang bermakna, dari satu atau dua aspek".’

Jadi kontrak adalah ikatan atau kesepakatan yang dibuat antara dua
pihak. lkatan ini terjadi ketika dua pihak sepakat untuk bersama-sama
melaksanakannya. Jika kontrak hanya disetujui oleh satu pihak, maka
kontrak yang dibuat dianggap tidak sah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (1) menjelaskan
bahwa akad adalah kesepakatan dalam kesepakatan antara dua pihak atau
lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum
tertentu.®

Akad dalam KUH Perdata biasa disebut sebagai pertunangan.
Dalam Pasal 1233 disebutkan bahwa pertunangan lahir Kkarena
kesepakatan atau karena hukum.” Lebih lanjut dalam Pasal 1234
dijelaskan bahwa pertunangan dimaksudkan untuk memberikan,
melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.®

Perjanjian atau kesepakatan adalah tindakan untuk mengikatkan
diri pada orang lain.” Menurut Adiwarman A Karim, kontrak adalah
kontrak antara dua pihak.! Sedangkan Ascarya mendefinisikan kontrak

sebagai berikut:

> Rachmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 43

¢ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat (1)

7 KUH Perdata, Pasal 1233

8 KUH Perdata, Pasal 1234

% Ibid., 1

10 Adiwarman A Karim, Islamic Bank of Figh and Financial Analysis, (Jakarta; PT Raja
Grafindo Persada, 2014), 65
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Dalam istilah figh, secara umum, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad
seseorang, untuk menjalankan, baik yang berasal dari satu pihak, seperti
wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul, dari dua pihak, seperti
jual beli, sewa guna usaha. , wakalah dan gadai. Secara khusus, kontrak
berarti, hubungan antara persetujuan (pernyataan penawaran / pengalihan
kepemilikan), dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan), dalam

lingkungan syariah, yang mempengaruhi sesuatu ".!!

Pengertian akad secara umum menurut ulama Syafi‘iyah, Malikiyah,

Hanafiah dan Hanabilah, yaitu:

Glly sl 5 Ylg Ca3llST 55 a0 B3, o slaw aled P Y e e Jf
Artinya: “Segala sesuatu yang dilakukan seseorang berdasarkan
keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau

apapun yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua
orang seperti jual beli, representasi, dan gadai”.'?

Dalam istilah figh, akad diartikan sebagai: Hubungan persetujuan
(pernyataan membuat hubungan) dan Kabul (pernyataan penerimaan
ikatan)  berdasarkan  syariat yang = mempengaruhi  objeknya.
Dimasukkannya kata “sesuai dengan kehendak syariat” berarti semua
kesepakatan antara dua pihak, atau lebih dinyatakan tidak sah jika tidak
sesuai dengan kehendak hukum *.'?

Kontrak tersebut mengikat dua pihak yang sepakat satu sama lain, yaitu
para pihak terikat, untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing,
sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalam kontrak, syarat dan ketentuan,
telah menjadi ketetapan secara rinci, dan spesifik (didefinisikan dengan
baik). Jika salah satu, atau kedua belah pihak, yang terlibat dalam kontrak,

tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka, ia akan menerima sanksi,
sebagaimana disepakati dalam kontrak.'*

' Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, edisi pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), 35

12 Rachmat Syafei, Figh Muamalah., 44

BNurhadi, "Filsafat Hukum Islam Kompilasi Akad Hukum Ekonomi Syariah (Analisis
Magashid Syariah Buku Il Akad)", dalam Jurnal Al-Amwal, Vol. 6, No. 2, 2017, 32

14 Darmawati H, "Kontrak dalam Transaksi., 145



11

Rumusan kontrak tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan harus
merupakan kesepakatan antara masing-masing pihak, untuk terikat,
tentang tindakan khususnya yang akan dilakukan. Kontrak ini diwujudkan
melalui ijab kabul, berlandaskan syariat, dan adanya pengaruh hukum
terhadap objeknya.

Menurut fugaha ada dua pengertian akad, yaitu:

1) Kontrak adalah kesepakatan antara dua ucapan yang memiliki
konsekuensi hukum. Dengan definisi ini, kontrak mensyaratkan adanya
dua pihak dan masing-masing pihak harus memiliki kemauan yang
sesuai antara satu dengan yang lain.

2) Kontrak adalah tekad seseorang untuk melakukannya yang muncul
hanya dari satu keinginan atau dua keinginan.!?

Uraian diatas memberikan pemahaman bahwa akad merupakan
ucapan yang mengandung kesepakatan antara pihak-pihak yang di
dalamnya mengandung tekad untuk melakukan suatu keinginan yang
dimaksud.

Lebih lanjut, agar kontrak menjadi sah, para ahli menyatakan harus
memenuhi pilar dan ketentuan. Pilar dan persyaratan yaitu'®:

a. Adanya ijin dan Kabul.

b. Al-muta‘agidain / al-agidain atau pihak dengan kontrak.

c. Sighat al-agad atau objek kontrak.

d. Maudhu'al-‘agd atau tujuan kontrak.

Dari segi masa berlaku akad terdapat tiga syarat yaitu sebagai berikut:

15 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012), 82
16 Daeng Naja, Bank Syariah Akad, (Yagyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 21
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a. Syarat harmoni
Rukun merupakan suatu hal yang harus ada dalam suatu akad dan
dalam akad juga harus ada ijab dan kabul.
b. Istilah subjek
1) Al-muta‘agidain / al-agidain atau pihak dengan kontrak.
Para pihak dalam kontrak adalah faktor utama dalam pembentukan
kontrak karena tanpa mereka, persetujuan dan Kabul tidak akan
mungkin terjadi. Juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa, ijab dan
kabul harus diumumkan oleh seseorang, yang telah mencapai usia
tamyis sekurang-kurangnya, yang menyadari, dan mengetahui isi
perkataan, yang diucapkan, hingga benar-benar mengutarakan
keinginan hatinya.!”.
2) Sighat al-agad atau pernyataan untuk berkomitmen.
Cara pelaksanaan self-improvement statement tersebut berarti
bahwa dalam pembuatan kontrak para pihak harus menyampaikan
kontrak secara lisan / tertulis agar dapat menimbulkan akibat
hukum.
c. Kondisi objek
1) Al-ma'qud alaih / mahal al-'aqd atau objek kontrak
Agar kontrak dianggap sah, objeknya membutuhkan kondisi, yaitu
a) Sudah ada pada saat kontrak
b) Dibenarkan oleh Syara '/ nash

c) Bisa ditentukan dan diketahui

d) Bisa diarahkan pada saat kontrak terjadi

7Daeng Naja, Akad Bank Syariah, 23
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2) Maudhu'al-'aqd atau tujuan kontrak

Yang dimaksud dengan madhu‘al-aqd adalah almagshudul ashly

alladzaia syara 'l'aqdu mi ajlih (tujuan utama mengapa suatu akad

ditentukan). Merupakan salah satu bagian terpenting dari ketentuan

kontrak

Syarat keabsahan perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH
Perdata, yaitu empat syarat. Pertama, ada kesepakatan di antara mereka
untuk mengikat diri; Kedua, dianggap kompeten untuk membuat
perjanjian; Ketiga, adanya hal tertentu (objek jelas); Keempat, karena
alasan yang halal.!®

Berdasarkan definisi dan uraian di atas memberikan pemahaman
bahwa, dalam kontrak terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama,
ada pihak yang mengikat atau mengikat diri. Kedua, ada kesepakatan
untuk ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya kesepakatan yang jelas bagi
para pihak yang mengikat diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat
konsekuensi, yakni melahirkan hak, dan kewajiban.

Secara hukum Islam, kontrak / kesepakatan dapat berakhir bila tiga
hal dipenuhi, diantaranya:
a. Berakhirnya kontrak
b. Dibatalkan oleh pihak yang berlaku

c. Salah satu pihak yang terjangkit meninggal dunia®

18 Hukum Perdata (KUHPerdata), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 184
19 Daeng Naja, Akad Bank Syariah, 38-39
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Kontrak dapat diakhiri dengan pembatalan, kematian atau tanpa
izin dalam kontrak mauquf (ditangguhkan). Adapun akhir suatu kontrak
yaitu:

1) Saat kontrak rusak

2) Keberadaan khiyar

3) Pembatalan kontrak

4) Tidak mungkin untuk melaksanakan kontrak
5) Masa kontrak berakhir?

Menurut KUH Perdata, suatu perjanjian dianggap cacat dan dapat
dibatalkan jika perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan, kesalahan,
dan penipuan.?! Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1321, yang
menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah jika kesepakatan
diberikan karena kesalahan, atau diperoleh dengan paksaan atau
kecurangan.?

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa kontrak tidak
diperbolehkan di dalamnya adanya paksaan dan kecurangan. Apabila
salah satu pihak melakukan hal yang merugikan pihak lainnya, maka
kontrak tersebut dinyatakan tidak berlaku.

2. Jenis
Akad dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa

kelompok antara lain sebagai berikut?3:

20 Rachmat Syafei, Figh Muamalah, 70
21 Subekti, Perjanjian Hukum, (Jakarta: Intermasa, 2005), 23
22 Hukum Perdata (KUHPerdata), 184
23 Daeng Naja, Akad Bank Syariah, 36
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a. Kontrak dilihat dari segi validitasnya.
1) Akad sahih yakni yang memenuhi syarat dan ketentuan yang
serasi.
2) Kontrak tidak sah, yaitu kontrak yang mengandung kekurangan
pada syaratnya sehingga segala akibat hukum kontrak.
b. Kontrak dilihat dari sifatnya yang mengikat.
1) Kontrak yang mengikat dengan pasti, artinya tidak bisa dibatalkan
(tidak bisa dibatalkan secara sepihak).
2) Kontrak yang tidak mengikat secara hukum, kontrak yang dapat
diatur oleh dua pihak atau salah satu pihak.
c. Akad dilihat dari bentuknya.
1) Kontrak tidak tertulis.
2) Akad Tertulis.
d. Kontrak tersebut dilihat dari sektor ekonomi.
1) Kontrak Tabarru ".
2) Akad mu'awadah.

Sementara itu, komplikasi hukum ekonomi syariah membagi
hukum kontrak menjadi tiga kategori, yaitu dalam (pasal 17 dan 18),
kontrak yang sah, kontrak fasad / dapat dibatalkan, kontrak yang batal
demi hukum.

Terkait jenis kontrak, Hendi Suhendi membagi kontrak menjadi
tiga, yaitu:

a. agad munjizz.
b. agad Mualag.
c. agad Mudhaf.?*

Menurut Rachmat Syafe'i, akad itu terbagi dalam beberapa jenis
yang masing-masing tergantung sudut pandangnya. Di antara bagian
terpenting dari kontrak adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Ketentuan Syara '

1) Sahih Akad
2) Akad Tidak Sahih

24 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 50-51
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b. Berdasarkan penamaan
1) Kontrak yang sudah diberi nama syara ".
2) Sebuah akad yang belum dinamai syara '.
c. Berdasarkan Maksud dan Tujuan Kontrak
1) Kepemilikan
2) Singkirkan kepemilikan
3) Mutlak
4) Bonds
5) Menjaga.
d. Berdasarkan substansinya
1) Benda berupa al-"ain)
2) Objek tak berwujud Ghair al-'ain)?’

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum adalah sesuatu
yang menyebabkan hukum diterapkan dalam kehidupan. Karena negara
hukum melindungi kepentingan manusia maka harus ditaati, dilaksanakan,
dipelihara dan tidak dilanggar.

Ini patokan melanggar prinsip hukum atau tidak. Kesalahan
seseorang diukur dari fakta apakah dia melanggar aturan hukum atau
tidak. Jika melanggar prinsip hukum salah atau tidak melanggar tidak
salah. Intinya, yang tidak melanggar rule of law itu baik, yang
melanggarnya itu jahat. Dikatakan bahwa asas hukum didukung oleh
gagasan bahwa mungkin untuk memisahkan yang baik dan yang buruk.
Itulah mengapa Negara Hukum disebut juga dengan prinsip etika.?

Etika pada dasarnya adalah sebuah pandangan dan pedoman

tentang bagaimana seseorang harus berperilaku. Etika yang bersumber

25 Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah., 66-67
26 sudikno Mertokusumo, Mengetahui Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
2005), 37
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dari kesadaran individu adalah indikasi yang baik dan yang buruk. Etika

juga bisa diistilahkan sebagai tata nilai atas tindakan seseorang.?’

3. Subjek dan objek

Soal subyek dan obyek dalam akad, Suwandi menjelaskan sebagai

berikut:
Tenggat waktu perjanjian umumnya tidak jelas dalam penentuannya,
sehingga objek agunan masih dikuasai seutuhnya oleh debitur selama
pihak yang berhutang belum dapat memenuhi kewajibannya untuk
melunasi hutangnya. Hal ini justru menempatkan debitur pada posisi yang
kurang menguntungkan, karena selama debitur tidak kuasa membayar
kewajibannya maka agunan yang masih berada, di tangan si penguasanya
dan pemanfaatannya. tanah dan hasil panen sepenuhnya dikuasai oleh
debitur. Semakin lama debitur belum mampu melunasi hutangnya maka
semakin besar pula imbal hasil yang diperoleh dari objek agunan tersebut.
Bahkan terkadang melebihi jumlah hutangnya.?

Kontrak adalah sesuatu yang sangat menentukan kelangsungan
suatu transaksi. Validitas suatu transaksi dapat dilihat dari kontraknya.
Akad tersebut juga membedakan antara lembaga keuangan syariah dan
konvensional, karena mempunyai pertanggungjawaban di dunia dan
akhirat dikarenakan akad yang dibuat didasarkan atas hukum Islam.?

Berdasarkan penjelasan tersebut maka faktor yang mempengaruhi

penerapan suatu hukum sebenarnya terletak pada objek hukumnya yaitu

masyarakat itu sendiri.

%7 Ibid., 38

28 Suwandi, ""Posisi Penjaminan, 212

Aprina Chintya, "Penjualan Objek Kontrak Murabahah di BMT Asyafi'iyah Kota Metro
Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", dalam Millah; Jurnal Kajian Agama,
Vol. XVII, No.1, 2017, 51
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4. Prinsip
Ada tujuh prinsip akad menurut Islam, diantaranya asas kebebasan,
persamaan, keadilan, kemauan, kejujuran, kebenaran, dan menulis. Namun
yang lebih utama yaitu sila ketuhanan atau asas tauhid.

lahi

Kebebasan

Kesetaraan

Keadilan

Kemauan

Kejujuran dan Kebenaran
Tertulis.*®

@+rooo0 o

Dalam kasus tertentu, batasan kebebasan berekspresi tidak
dipertimbangkan dengan baik. Sedangkan dalam akad, hukum Islam
memberikan ruang kebebasan yang sangat luas bagi para pihak, yaitu
kebebasan membuat kontrak (bernama / anonim) dan kebebasan membuat
klausul dengan batasan yang tidak bertentangan dengan syariah yaitu
dengan tidak melakukan apapun yang adalah kesombongan. Kebebasan
ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang diperbolehkan berdoa
untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini ditegaskan dalam hukum figh
bahwa hukum segala sesuatu diperbolehkan.!

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan unsur penting dalam
sistem hukum kontrak ekonomi syariah. Prinsip ini juga berlaku untuk

hukmu perdata, khususnya hukum yang mengikat yang diatur dalam Buku

30 Mardani, Figh Ekonomi Islam (Figih Muamalah), hal: 91-98
31 Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 124
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Il KUH Perdata. Padahal, menurut Rutten, hukum perdata, khususnya
hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak.>?
Jadi, asas ini mengajarkan seseorang untuk bebas membuat

kesepakatan, menentukan persyaratan, pelaksanaan, membuat kesepakatan
dengan siapa pun, perjanjian tertullis maupun lisan termasuk menentukan
bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisinan. Kebebasan membuat
perjanjian ini dibnarkan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah
Islam.

5. Kedaluwarsa

Kontrak dapat diakhiri dengan pembatalan, kematian atau tanpa

izin dalam kontrak mauquf (ditangguhkan). Adapun akhir suatu kontrak
yaitu:
a. Saat kontrak rusak
b. Keberadaan khiyar
c. Pembatalan kontrak
d. Tidak munkin untuk melaksanakan kontrak
e. Masa kontrak berakhir®?
Para ulama figh menyatakan bahwa akad dapat berakhir jika:
a. Berakhirnya kontrak, jika kontrak memiliki masa tenggang.

Dibatalkan oleh pihak yang setuju, jika kontrak tanpa ada ikatan.

c. Dalam kontrak yang mengikat secara hukum, suatu kontrak dapat
dianggap dihentikan jika:
1) Jual beli adalah fasad, seolah-olah ada unsur penipuan, salah satu

pilar atau syaratnya tak terpenuhi.
2) Berlakunya kondisi khiyar, aib, atau rukyat.

o

32 Agustianto, "Principles of Contract (Kontrak) dalam Hukum Islam", dalam Igtishad
Consulting, 18 September 2019, 5
33Rachmat syafei, Figh Muamalah, hal. 70



20

3) Kontrak tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
4) Tujuan kontrak tercapai hingga sempurna.

d. Salah satu pihak yang menandatangani telah meninggal. Dalam kaitan
ini, para ulama figh menyatakan bahwa tidak semua akad secara
otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang
melakukan akad.**

Menurut Ahmad Wari Muslich, suatu kontrak dapat berakhir
disebabkan beberapa alasan, antara lain:

a. Pembatalan (fasakh).

b. Pelaku meninggal.

c. Tidak ada kesepakatan dalam kesepakatan yang disepakati.’> Jadi

orang yang melakukan kontrak harus memberikan persetujuannya

kepada orang lain.

B. Hutang
1. Definisi Piutang Usaha
Menurut ariyah bahasa tersebut adalah (Al- 'Ariyah ) 'Ara artinya
datang dan pergi. Adapun pendapat Ariyah berasal dari kata (at-ta ‘awuru
) yang sama dengan (at-tanawulu aw at-tanawubu) (tukar dan ganti), yaitu
dalam tradisi pinjam-meminjam.*® Pinjam Meminjam atau Ariyah adalah
memperbolehkan orang untuk memanfaatkan harta benda kita tanpa

memiliki benda sendiri (meminjamkan barang untuk dipakai sementara).’’

34 Wahbah Zuhaily, al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir,
2005), 172

3Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, hal.166-170

36 Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 139

37 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Figh, (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 1997), 230
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Mengenai pengertian pinjam meminjam, banyak pendapat ulama
figh yang mengartikannya berbeda. Sarjana Hanafiyah dan Malikiyah
mendefinisikan ‘ariyah sebagai berikut:

23S 5 il S
"Menyerahkan Beneficial Ownership (suatu benaa) dalam waktu tertentu
tanpa imbalan".*

Adapun ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah mendefinisikan
‘ariyah sebagai berikut:

“Digunakan izin penggunaan barang halal, dimana barang tersebut tetap
dalam bentuknya tanpa ada ganti rugi”.*’

Ariyah atau pinnjam meminjam adalah manfaat dari sesuatu yang
halal untuk diambil dan digunakan orang lain tanpa merusak substansi
barang tersebut sehingga nantinya dapat dikembalikan secara utuh.*

Menurut KUH Perdata, ada dua istilah yang digunakan, yaitu
“pinjam pakai” dan “pinjam-pinjam”.

a. Sewa
Pinjam pakai menurut KUH Perdata Pasal 1740 adalah suatu
perjanjian dimana salah satu pihak memberikan suatu barang kepada

pihak lain untuk digunakan secara cuma-cuma, dengan ketentuan

38 Muhammad Abdul Wahab, Figh and Pinjam-Meminjam (‘Ariyah), (Jakarta: Rumah Figih
Publishing, 2018), 6

3 1bid., 6

40 Gamal Komandoko, Ensiklopedia Istilah Islam, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), 92
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orang yang menerima barang tersebut setelah digunakan atau setelah
jangka waktu tertentu memilikinya lulus, akan mengembalikannya.*!

Pasal 1741 menjelaskan bahwa pemberi pinjaman tetap
menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Pasal 1742Sesuatu yang
dapat digunakan oleh orang-orang dan yang tidak dapat dimusnahkan
karena digunakan dapat menjadi bahan perjanjian ini.*?

Lebih lanjut, mengenai status barang yang dipinjam dengan
ahli waris, Pasal 1743 menjelaskan bahwa perikatan yang timbul
akibat perjanjian pinjam pakai dialihkan kepada ahli waris pemberi
pinjaman dan ahli waris dari pihak peminjam. Namun, apabila
pinjaman dilakukan karena mengingat si penerima pinjaman, dan telah
diberikan kepada yang bersangkutan secara langsung, maka orang
tersebut tidak boleh terus mengambil manfaat atas barang yang
dipinjamkan.*’

b. Pinjam Meminjam

Pinjam Meminjam dapat dilihat pada artikel berikut ini:

a) Pasal 1754
Pinjam memnjam adalah, suatu perjanjian dimana satu pihak
memberikan kepada pihak lainnya, sejumlah barang yang telah
habis digunakan karena digunakan, dengan syarat, pihak tersebut
akn mengembalikan jumlah yang sama dengan jenis dan ketentuan
yang sama.

b) Pasal 1755
Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang
menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan

jika, barang itu dihancurkan, dengan cara apa pun, maka
kehancuran itu menjadi tanggungannya.

4 Hukum Perdata (KUHPerdata)., 244
42 1bid.,
4 1bid.,
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c) Pasal 1756
Hutang yang terjadi karena peminjaman uang, hanya terdiri dari
sejumlah uang yang tercantum dalam perjanjian.
Jika, sebelum pelunasan, ada kenaikan atau penurunan harga, atau
ada perubahan keabsahan mata uang, maka pengembalian jumlah
pinjaman, harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada
saat pelunasan, dihitung sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

d) Pasal 1757
Aturan yang diatur dalam pasal sebelumnya, tidak berlaku jika,
mengenai pinjaman dalam jumlah mata uang tertentu, kedua belah
pihak secara tegas setuju, bahwa jumlah mata uang yang sama
akan dikembalikan. Pada kasus ini; pihak yang menerima
pinjaman, wajib mengembalikan jumlah yang tepat dari mata uang
yang sama, tidak kurang dan tidak lebih.
Jika, mata uang tersebut tidak lagi tersedia dalam jumlah yang
cukup, maka kekurangan tersebut, harus diganti dengan mata uang
dari logam yang sama, sebanyak mungkin, dengan kelas yang
sama, dan kesemuanya mengandung logam asli, yang beratnya
sama dengan yang terkandung dalam jumlah mata uang yang
sudah tidak ada lagi.

e) Pasal 1758
Jika yang dipinjamkan berupa emas, atau perak batangan, atau
barang dagangan lainnya, maka, berapa pun harganya naik, atau
turun, debitur harus selalu mengembalikan jumlah yang berat, dan
kualitasnya sama, dan ia tidak wajib. untuk memberi lebih dari
itu

Jadi, dapat dipahami bahwa hutang usaha adalah transaksi
dimana satu pihak menyediakan suatu barang untuk dimanfaatkan
oleh pihak lain tanpa adanya pengalihan kepemilikan atas barang
tersebut.

2. Jenis Piutang
Selanjutnya berdasarkan jenisnya, ariyah dibedakan menjadi dua,
yaitu ariyah absolut dan ariyah mugayyad. Penjelasan kedua jenis ariyah
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ariyah Mutlak

“ 1bid., 245-246
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Ariyah Mutlak yaitu, pinjam-meminjam barang, yang kontrak
(transaksi) tidak menjelaskan persyaratan apa pun.

b. Ariyah Mugayyad
Ariyah Mugayyad adalah, meminjamkan suatu barang, yang dibatasi
waktu dan kegunaannya, baik yang disyaratkan oleh keduanya, atau
salah satunya.*’

Berdasarkan pendapat ini, maka ada dua jenis ariyah, yakni ariyah
absolut dan ariyah yang dikuatkan. Ariyah adalah pinjam meminjam
secara mutlak tanpa syarat apapun, adapun ariyah mugayyad adalah,
pinjam meminjam yang dibatasi oleh syarat tertentu.

3. Dasar Hukum Piutang dan Hukum Pemberian Hutang

Mengenai dasar hukum pinjam meminjam atau ariyah, telah

disebutkan dalam berbagai sumber hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 245:
‘o ks Ay 5 Bl 4 dhelald Les o @l Jo 2 o) 15 3

RERS PR

Artinya: “Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah
(maksud memberi pinjaman kepada Allah adalah
membelanjakan hartanya di jalan Allah), pinjaman yang
baik (membelanjakan hartanya di jalan Allah), maka Allah
akan berlipat ganda. pembayaran kepadanya dalam jumlah
besar. dan Allah mempersempit dan memperbesar (rezeki)
dan kepada-Nya Anda dikembalikan .4

b. Al-Hadits

Hadits riwayat Ahmad dan Arba‘ah dan disahkan oleh Al-Hakim:

4 Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah., 144
46Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahannya, (Bandung:
Diponegoro, 2006), hal. 31
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Sl e odles gl Lo J2g D6 106 L3 i 0
e%vfu—\ istsg ¢ gl AR 355
Artinya: "Samurah bin Jundab berkata,” Rasulullah SAW bersabda,
'‘Apapun yang ada di peminjam menjadi tanggung jawabnya

sampai dia mengembalikannya ".%’

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud adalah sebagai

berikut:

ks ade & o ) oy JB: B we W o) 50 o 38
y Mj Lﬁg.)wj«"jb J}\J jj ob)) dl)b- u.A U; Yj, M‘ u.n &l Z\JLASU\
say DU e kel sy G el oSy (WSTH amng

(Bl Jols

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda,*

Penuhi amanah kepada orang yang mengaruniakan amanah
dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kamu ”.*®

c. Ijma’
Membuat pinjaman adalah praktik yang baik dan disarankan.
Bahkan sebagian ulama salaf sangat menekankan hal tersebut, dengan
didasarkan pada firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un ayat
7.49
Menurut pendapat Hanafiyah dan Syafi‘iyah, pinjam-meminjam

yang sah dapat berubah menjadi makruh, jika berdampak pada hal-hal

“Tlbn Hajar al-Asgalani, Bulughul Maram & Pengajuan Hukum, ter. Khalifaturrahman &
Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), 380

48 1bid., 380
“lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Analisis Figh Mujtahid, ter. Imam Ghazali Said &

Achmad Zaidun, cet. 3, jilid. 3 (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), 307
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yang bersifat makruh. Seperti, meminjamkan budak untuk bekerja
bagi orang kafir.>°
d. Penyusunan Hukum Ekonomi Syariah
Mengenai pinjam meminjam, dalam KHES, diatur sebagai berikut:
Pasal 348

1) Pemberi pinjaman memiliki hak, untuk memilih, untuk menuntut
penjamin, atau peminjam.

2) Dalam melaksanakan hak ini kepada salah satu dari dua pihak,
tidak berarti bahwa, pemberi pinjaman kehilangan hak pihak
lainnya.>!

Pasal 353
1) Pemberi pinjaman dapat memaksa peminjam, untuk segera
melunasi hutangnya, jika diduga orang yang bersangkutan, akan
lepas dari tanggung jawabnya.
2) Pengadilan dapat memaksa peminjam, untuk mencari penjamin,
atas permintaan pemberi pinjaman.>
Memberi hutang yang sah, khitanan, dapat menjadi kewajiban.
Tidak diragukan lagi bahwa, ini adalah karya yang sangat bermanfaat bagi
masyarakat, karena setiap orang dalam masyarakat biasanya
membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Imam Hanafi, memberikan
utang kepada anak kecil, atau orang yang sedang dalam perwalian tidak
diperbolehkan.>

Dalam Al-qur'an surat Al-bagarah ayat 282, Allah dengan tegas

memerintahkan agar hutang dicatat. Yang perlu diperhatikan mungkin

bukan hanya jumlahnya, tetapi pembayaran utangnya berdasarkan

50 Muhammad Abdul Wahab, Pinjam Figh., 7-8

5! Penyusunan Hukum Ekonomi Syariah Pasal 348

32 Penyusunan UU Ekonomi Syariah Pasal 353

3Chatibul Umam, dkk. al., Figh Empat Sekolah. Benda. 292
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kesepakatan antara kreditur dan debitur.>* Hal tersebut telah dijelaskan

dalam surat Al-Bagarah ayat 245 sebagai berikut:
Cads Wy 5 BT 4 elal Tes Lo @ fp 8 @l 15 3

DPERG argd

Artinya: “Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, pinjaman
yang baik (membelanjakan hartanya di jalan Allah), maka Allah
akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan jumlah
yang besar. Dan Allah mempersempit dan memperbesar

(rezeki) dan itu adalah kepada-Nya bahwa kamu dikembalikan
» 55

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perintah menyisihkan
sebagian hartanya untuk digunakan di jalan Allah, dengan memberikan
peminjaman yang baik, yaitu dengan membelanjakan hartanya. Dalam hal
ini sangat dianjurkan membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan,
meskipun itu melalui pemberian pinjaman. Padahal yang sangat
dianjurkan adalah mentasharufkan hartanya untuk dibelanjakan. Selain itu,
Allah SWT. akan memperbanyak dan mengganti aset yang diterbitkan
dengan pengganti yang lebih baik.

4. Pilar dan Ketentuan Hutang

Setiap kontrak yang terjadi harus harmonis dan syarat yang harus
dipenuhi. Begitu juga dalam perjanjian pinjaman dan pinjaman. Adapun
keselarasan dalam perjanjian pinjam-meminjam, secara umum para
jumhur ulama figh sepakat antara lain:

a. Mu'ir (peminjam)

3% Enizar, Economic Hadith, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 89
3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahannya, (Bandung:
Diponegoro, 2006), 31
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b. Musta'ir (yang meminjamkan)

c. Mu'ar (barang pinjaman)

d. Shighat, Artinya, sesuatu yang menunjukkan kemampuan untuk
memperoleh manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.>®

Suatu barang, menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai ‘ariyah, jika
memenuhi 2 syarat berikut:

Pertama, barang-barang ini dapat digunakan tanpa harus
menghancurkan atau menggunakannya. Kedua, barang yang dipinjamkan,
adalah barang yang halal untuk digunakan, dan tidak digunakan untuk
tujuan yang dilarang.>’

Berdasarkan pendapat tersebut bia dijelaskan, terdapat dua syarat
yang membuat suatu kontrak menjadi sah. Pertama, barang-barang
tersebut dapat digunakan tanpa harus menghancurkan atau
mengkonsumsinya. Kedua, barang yang dipinjamkan, adalah barang yang
halal untuk digunakan, dan tidak digunakan untuk tujuan yang dilarang.
Menurut ulama figh, syarat ariyah adalah sebagai berikut:

a. Mu'ir akal sehat

b. Penanganan barang oleh peminjam

c. Barang (musta'ar) dapat digunakan tanpa merusak substansi, jika
musta‘ar tidak dapat digunakan, maka akad tidak berlaku.
Para ulama telah menetapkan bahwa, ariyah diperbolehkan untuk
setiap barang yang dapat dimanfaatkan, dan tanpa merusak substansi,
seperti peminjaman tanah, sandang, hewan, dan lain sebagainya.®

Pendapat Syafi'iyah bahwa pilar dan syarat ariyah, adalah sebagai

berikut:

6 Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah., 141
37 Muhammad Abdul Wahab, Figh yang Dipinjam., 8
58 Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah., 142
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a. Kalimat itu menekankan (lafazh). Syarat barangnya sama dengan
barang dalam jual beli.

b. Mu'ir yaitu, orang yang memperhitungkan (berutang) dan musta'ir:
1) Baligh;
2) Akal;
3) Orangnya tidak dimahjur.

a. Item terhutang. Dua hal yang dibutuhkan dalam pilar ketiga ini, yaitu:
1) Bahan yang dipinjam bisa dipakai.
2) Diijinkan pemanfaatan.>

Berdasarkan pendapat Ascarya di atas, dapat dipahami bahwa ada
empat pilar gardh, yaitu pelaku (peminjam & pemberi pinjaman), objek
(pinjaman dana), tujuan (pinjaman tanpa kompensasi) dan shighah
(persetujuan & gabul).

Ascarya menambahkan terkait persyaratan gardh sebagai berikut:
a. Kemauan kedua belah pihak, dan
b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.®

Pendapat ini menunjukkan bahwa persyaratan gardh didasarkan
pada prinsip kemauan dan kemanfaatan serta kehalalan penggunaan dana
pinjaman.

Para ulama madzhab berpendapat bahwa, yang dipinjam adalah
sesuatu yang sah dalam agad gardh, seperti, yang diukur, ditimbang,
dihitung, dan sebagainya.®! Pendapat ini adalah kondisi dari transaksi
hutang dagang.

Dalam suatu transaksi, hutang akan menjadi berlaku apabila syarat

dan ketentuannya terpenuhi, adapun rukunnya sebagai berikut:

%9 Hendi Suhendi, Figih Muamalah., 95
%0 1bid.,
6IChatibul Umam, dkk. al., Figh dari Empat Sekolah, 291
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a. Aqid

Aqid adalah pihak yang membuat perjanjian hutang dan kredit,

dalam hal ini debitur dan debitur.%?
b. Ma'qud 'alayh

Ma'qud ‘'alaih di dalam piutang, harus ada barang yang menjadi
sasaran hutang di perut. Perjanjian utang baru dilakukan, setelah pihak
pertama menyerahkannya kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah
menerimanya dengan konsekuensi, jika aset atau piutang rusak, atau
hilang setelah perjanjian dibuat, tetapi belum diterima pihak kedua,
maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama itu sendiri. Agar
hutang usaha menjadi sah, barang yang dijadikan obyek hutang harus
memenuhi beberapa syarat:
1) Merupakan suatu benda nilai yang memiliki kemiripan dan

kegunaannya mengakibatkan hancurnya benda tersebut.
2) Bisa dimiliki.
3) Bisa diserahkan ke debitur.
4) ltu ada di sana saat kesepakatan dibuat.5?

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa objek yang
digunakan dalam proses hutang dagang harus memenuhi empat syarat
di atas yaitu berharga dan habis pakai, dimiliki, dapat diserahkan, dan

ada pada saat akad.

92 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Piutang dan Gadai Riba, (Bandung: PT. Al-
Ma'arif, 1983), 39

6 Ahmad Azhar Basyir, Azaz-Azaz Hukum Muamalah, (Jogjakarta: Pn. Fakultas Hukum,
Universitas Islam, 1990), 44
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Pencatatan ini diperlukan untuk kepentingan bersama, agar
kreditor menuntut debitur melunasi hutangnya, dan agar debitor
diberikan kepastian, dan jumlah aset yang masih ditanggungnya, untuk
dilunasi. Sehingga, yang diharapkan adalah munculnya kepastian
hutang dagang.

c. Akad menghela nafas
Para ulama, menetapkan tiga syarat dalam ijab dan gabul, yakni
diantaranya:

1) Persetujuan dan gabul, harus jelas artinya, agar dapat dipahami
oleh yang melaksanakan akad.

2) Antara persetujuan dan gabul, harus cocok.

3) Antara izin dan gabul, harus dilanjutkan, dan berada di tempat
yang sama, jika kedua belah pihak hadir, atau di tempat yang
diketahui keduanya.®*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa, dalam transaksi
pinjam meminjam atau ariyah terdapat beberapa pilar dan syarat dalam
pelaksanaannya. Jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka
akad ariyah dibatalkan. Pilar dan ketentuan yang dikedepankan oleh para
ulama di atas, kiranya dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan
praktek hutang dagang, yang berlaku di masyarakat sepanjang zaman.

Pedoman ini menjadi dasar bagi masyarakat, untuk mengajukan hutang

sesuai dengan prinsip syari‘at.

64 Rachmat Syafe'l, Figh Muamalah., 52
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C. Menjamin

1. Definisi Jaminan
Jaminan, dalam konsep hukum dianggap sesuatu yang sangat
penting. Banyak ahli yang mengedepankan hukum jaminan dengan
kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut Salam, Undang-
Undang Penjaminan: “Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur
hubungan hukum antara penjamin dan penerima jaminan sehubungan

dengan pengenaan agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit”.%

Agunan atau objek gadai merupakan sesuatu yang digunakan
Rahin, sebagai jaminan sebagai ikatan utang, dan dipegang oleh murtahin
sebagai jaminan utang.%

Jaminan menurut istilahnya adalah menjadikan barang-barang

b

berharga, sebagai jaminan hutang ”. Dengan cara demikian jaminan
sangat erat kaitannya dengan hutang dan timbul dari mereka.®” Unsur
penting dan harus ada dalam hukum jaminan: adanya aturan hukum,
adanya penjamin, dan penerima jaminan, adanya jaminan itu sendiri, dan

yang terakhir dan paling penting yaitu adanya hutang atau kredit.

fasilitas.®®

%Suwandi, "Posisi Agunan Antara Hutang dan Rahn", Yurisdiksi: Jurnal Hukum dan
Syariah, Vol. 7, No. 2, 2016, 211

% Arrum Mahampangningtyas, Analisis Transaksi Rahn Emas Syyariahan, (Malang: Jurnal
lImiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015), 10

7 Amir Syarifuddin, Garis Besar Figh, (Bogor: Kencana, 2003), 227.

% Suwandi, "Posisi Penjaminan, 212
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hutang atau
kredit adalah sesuatu yang bernilai yang diserahkan kepada kreditur
sebagai pengikat barang yang dipinjam.

. Jenis Agunan

Menurut Bashir, ulama Syafi'iyyah dan para ahli hukum, jenis

barang yang bisa digadaikan adalah sebagai berikut:

a. Agunan berwujud dan utuh, atau merupakan bagian harta benda itu
sendiri;

b. Agunan tersebut diserahkan langsung, pada saat transaksi gadai terjadi;

c. Agunan memiliki nilai ekonomis, dan dapat diperdagangkan, untuk
pembayaran marhun bih;

d. Agunan tersebut, tidak ada kaitannya dengan harta milik orang lain,
seperti, marhun milik pemerintah;

e. Agunannya sama dengan marhun bih;

Agunan tersebut merupakan, piutang bagi murtahin tersebut;

g. Agunan tersebut, bisa digunakan murtahin dengan akad rahin.®

—h

Selanjutnya dalam hal ini Suwandi menambahkan sebagai berikut:

Penjamin, berbentuk orang atau badan hokum, yang menyerahkan
jaminan, kepada penerima jaminan, atau pemberi kredit, atau piutang.
Sedangkan penerima jaminan adalah, orang, atau badan hokum, yang
menerima jaminan, atas piutang. Sedangkan agunan merupakan, unsur
yang melahirkan kepercayaan, yang dapat dipercaya, berupa benda
bergerak, dan / atau benda tidak bergerak. Jaminan ini dimaksudkan, jika
pada saat jatuh tempo pelunasan utang, ternyata debitur tidak
mengembalikan hutangnya, atau dengan kata lain, debitur gagal bayar,
maka, jaminan tersebut dijual oleh debitur, sesuai kesepakatan para pihak.
prihatin.”®

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa mengenai jaminan
maka barang yang akan dijamin haruslah barang yang benar-benar barang
yang tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, baik bagi pemilik

barang maupun bagi penerima jaminan. .

% Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah., 107-108
70 Suwandi, "Posisi Penjaminan, 212
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3. Dasar Hukum Penjaminan
Berbicara mengenai hutang dagang, ada beberapa paragraf yang
bisa dijadikan argumentasi untuk memberikan jaminan atas transaksi
hutang, diantaranya:

Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 283:
236 Liany (Siamy ool OB dosite Ol WIS loid Ly i e (a7 O
a8 T Gl LSy ey 8ot 15aST Vg ayy Al ndy aslel 851 (s
) YAY (wke Oshass L ]

Artinya: "Jika Anda sedang dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak
dalam bentuk tunai) dan Anda tidak mendapatkan penulis, maka
biarlah ada kewajiban yang dipegang (oleh debitur). Namun, jika
sebagian dari Anda percaya sebagian dari yang lain , maka
biarlah orang-orang yang dipercaya untuk memenuhi amanat
(hutang) mereka dan biarkan mereka bertakwa kepada Allah,
Tuhan mereka; dan kamu (para saksi) tidak menyembunyikan
kesaksianmu.Dan siapa pun yang menyembunyikannya, lihatlah,
dia adalah orang yang berdosa di hati; dan Allah tahu terbaik apa
yang Anda lakukan. (Surah Al-Bagarah: 283)

Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 245:
Cads Al 5 BRS  Gelad tes of @ o8 @l 15 2

RERS (e

Artinya: “Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, pinjaman
yang baik (membelanjakan hartanya di jalan Allah), maka Allah
akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan jumlah
yang besar. Dan Allah mempersempit dan memperbesar (rezeki)
dan itu adalah kepada-Nya bahwa Anda dikembalikan. (QS Al-
Bagarah: 245)

4. Periode Hutang
Imam Malik berpendapat, manfaat yang telah diminta harus

ditentukan, jika tidak ditentukan, dan batas waktunya tidak diketahui,
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maka menjadi tidak berlaku. Hutang dinyatakan telah berakhir, atau
selesai pada saat waktu yang disepakati telah tiba, dan orang yang
berhutang, telah dapat melunasi hutangnya. Dalam keadaan seperti itu,
seseorang yang terlilit hutang, wajib segera melunasi utangnya. Seperti

dalam firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra 'ayat 34:

-
G sE

b 3 ST gl e pasf o Y] o DU T s

Artinya: "Dan jangan mendekati harta anak yatim piatu, kecuali dengan
cara yang lebih baik (bermanfa’at) sampai ia besar dan
memenuhi  janji; sebenarnya janji itu harus dimintai
pertanggungjawaban.”!

Berdasarkan ayat ini diketahui bahwa janji merupakan kewajiban,
yang harus segera diwujudkan ketika sudah tiba waktunya, karena setiap
janji, akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia, maupun di
akhirat.

Mengenai hutang dan piutang tidak terbatas, jangka waktunya
tidak ditentukan dengan jelas, sehingga objek agunan tetap dikuasai oleh
debitur selama pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya
untuk melunasi hutang tersebut. Hal ini justru menempatkan debitur pada
posisi yang kurang menguntungkan, karena selama debitur tidak mampu
memenuhi kewajibannya, maka agunan yang masih berada di tangan si

penguasanya dan pemanfaatannya. tanah dan hasil panen sepenuhnya

dikuasai oleh debitur.”?

"' Surah Al-Isra '[17]: 34
2Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian Piutang dengan Agunan Penguasaan Lahan Pertanian
oleh Pihak yang Berhutang", dalam Journal of Privat Law, Vol. V, No. 2, 2017, 94
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Mengenai batas waktu utang usaha, telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Wilayah Lahan
Pertanian, Pasal 7 yang berbunyi:

1) Siapapun yang menguasai tanah pertanian, dengan hak gadai, yang
pada saat Peraturan ini mulai berlaku sudah 7 tahun, atau lebih, wajib
mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya, dalam waktu satu
bulan, setelah tanaman yang ada dipanen, tanpa hak untuk menuntut
pembayaran tebusan. .

2) Mengenai hak gadai yang belum genap 7 tahun, sejak berlakunya
peraturan ini.

3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, berlaku juga untuk hak gadai yang
dimiliki, setelah Peraturan ini mulai berlaku.”™

Menurut ketentuan hukum adat, selama pemilik tanah belum
menebus haknya dapat dilanjutkan, sedangkan menurut Undang-Undang
Agraria Nasional sudah berlaku perjanjian selama 7 tahun, pemilik tanah
dapat mengambil kembali tanahnya, dari pihak penerima tanpa membayar
tebusan.

Kontrak yang terjadi dilakukan oleh masyarakat, berbeda dengan
kontrak lain yang memiliki batasan waktu. Hal tersebut memberikan
peluang seluas-luasnya bagi orang yang berhutang agar barangnya
berubah menjadi hutang lagi, selain itu juga menjadi kesempatan bagi
orang yang meminjam untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan

tersebut dan menikmati hasilnya sebagai imbalan membantu orang yang

meminjamkan. mereka.”

73Perpu Nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7
7+ Lusiana, "Review Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu", Skripsi: Fakultas
Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017, 38-39



BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan
ialah penelitian yang “memfokuskan pada suatu kasus secara intensif dan
detail pada latar belakang situasi yang bersangkutan”.! Penelitian
lapangan ini dilakukan di Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan
Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, yang membahas tentang
masalah yuridis sosiologis mengenai hutang dan piutang dengan agunan
tanpa batasan waktu.
2. Sifat Penelitian
Sesuai dengan judul yang diajukan penyusun, skripsi ini bersifat
deskriptif kualitatif, karena menitikberatkan pada yuridis sosiologis
tentang hutang dan piutang dengan agunan tanpa batasan waktu.
“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang telah disebutkan, yang
hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian”.>
Berkaitan dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti

bermaksud mendeskripsikan hutang dan piutang dengan agunan tanpa

batas waktu ditinjau dari segi yuridis sosiologi untuk kemudian ditinjau

!'S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), 9
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian untuk Pendekatan Praktis, (Jakarta; Rineka
Cipta, 2010), 3
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berdasarkan teori yuridis sosiologis mengenai konsep piutang dengan

agunan tanpa batas waktu.

B. Sumber data

Sumber data adalah catatan atau deskripsi atau deskripsi dari suatu

hal atau fakta. Jika data tersebut diolah maka akan menghasilkan informasi.

Dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, dalam penelitian ini adalah, pelaku pinjam

meminjam Vyaitu pelaku pinjam meminjam yaitu Bapak Muzakir,

peminjam adalah Bapak Suparno, dan beberapa saksi yaitu Bapak

Mangun, Bapak Martijan, Ibu Ida, dan Ibu. . Emi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah "sumber yang tidak secara langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain

atau melalui dokumen™.> Dalam penelitian ini, sumber sekunder adalah

buku dan jurnal yang berkaitan dengan hutang dan jaminan, antara lain:

a.

b.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Azaz-Azaz Muamalah
Hendi Suhendi, Figh Muamalah

Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah

Rachmat Syafe'i, Figh Muamalah

Muchlis, Usman, Usuliyah Rules dan Fighiyyah

CST Kansil, Christine ST Kansil, Pengantar Hukum Indonesia

3 Ibid.
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g. Astrian Endah Pratiwi, Piutang Usaha dengan Penjaminan
h. Muhammad Abdul Wahab, Figh Pinjam Meminjam (‘Ariyah)
C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan, cara pengumpulan data, yang
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. "Pengumpulan
data dapat dilakukan dalam berbagai pengaturan, berbagai sumber, dan
berbagai cara".*

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan
penyusun, pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti, dengan
metode wawancara, dan dokumentasi.

1. Interview (Interview)

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terpandu gratis
yang merupakan gabungan antara wawancara bebas dan wawancara
terpandu.’Intinya, peneliti sudah menyiapkan pertanyaan tentang
menggadaikan tanpa batas. Data yang dibutuhkan sesuai dengan prinsip
penelitian yang ada, metode yang disampaikan kepada narasumber
sepenuhnya diserahkan kepada peneliti sehingga peneliti memiliki
kebebasan untuk mengekstrak informasi dari sumbernya. Untuk hal ini
yang akan diwawancarai adalah para pelaku pinjam meminjam yaitu Pak
Muzakir, peminjamnya adalah Pak Suparno, dan beberapa saksi yaitu Pak

Mangun, Pak Martijan, Ibu Ida, dan Ibu Emi.

4 1bid., 137
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., 199
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2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan, metode untuk mencari data,
tentang variabel baru, berupa catatan, buku, agenda, dan lain sebagainya.
Metode ini digunakan, untuk memperoleh informasi, tentang hutang dan
piutang dengan agunan tanpa batas waktu dari sudut pandang yuridis
sosiologis.

Dokumentasi digunakan, untuk memperoleh data sekunder yaitu
dengan mengumpulkan dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan
dengan hutang dan piutang dengan jaminan yang tidak terbatas. Dokumen
yang dibutuhkan, seperti piutang, formulir jaminan dan dokumentasi foto.

D. Teknik analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data lapangan, maupun data
perpustakaan, kemudian dikumpulkan, dan diolah, sehingga dapat ditarik
suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini, peneliti menggunakan metode
deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pemikiran induktif. Metode
berpikirinduktif, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian
dikembangkan.® Berdasarkan data khusus mengenai Piutang dan Jaminan di
Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung
Tengah yang secara spesifik dianalisis dengan menggunakan teori konsep

yuridis sosiologis.

¢ Sugiyono, Metode Penelitian., 245
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Dusun Kotasari, Kotagajah, Kecamatan Kotagajah

Dusun Kotasari Kotagajah dibuka pada tanggal 1 Januari 1976 dengan

jumlah penduduk 276 KK. Penduduknya merupakan penjajahan yang

didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang meliputi wilayah

Yogyakarta. Kepala Dusun saat itu bernama Bapak Sakiman yang dibantu

oleh perangkat desanya hingga tahun 1985.

Sejak berdirinya hingga sekarang,

Dusun Kotasari

Kotagajah

mengalami pergantian kepemimpinan. Adapun susunan organisasi Dusun

Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah

sekarang ini diantaranya:

Gambar 1

Struktur Organisasi Dusun Kotasari Kotagajah’

KEPALA DESA
Sekretaris Desa

| [ |

Kepala Kepala Kursi

) Bendahara
Pemerintahan Pengembang Umum
| | [ | |

Kadus Il Kadus Il Kadus IV Kadus V Kadus VI

Kadus |

7 Dokumentasi Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung

Tengah Tahun 2019
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Lebih lanjut, terkait kondisi ekonomi warga Dusun Kotasari Kotagajah
berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan faktor mata
pencaharian warga. Adapun tingkatan pendidikan masyarakat dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan®
idak. pendidikan L P. total
2buah
Lulusan Pend. Umum 881 616 1.493
1) SD 602 | 742 1.189
2) SMP/SLTP
3) SMA/SMA 1.001 [1.099 2.100
4) Akademi/D1 - D3 439 524 963
5) Sarjana (S1 - S3)
1.086 [.215 2.301
b
Lulusan Pend. Khusus 24 59 83
1) Pondok Pesantren 32 58 90

2) Madrasah

3) Pend. Keagamaan 29 36 65
4) SLB 1 2 3
5) Kursus / Keterampilan
6) DIl 8 19 27
0 0 0
total 4540 4.615 9.155

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan
masyarakat Kotasari Kotagajah berbeda-beda. Pada jenjang pendidikan
umum lulusan yang paling dominan adalah lulusan SLTA / SLTA dan

sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Kotasari merupakan

8 Dokumentasi Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2019
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masyarakat yang mengutamakan pendidikan. Sedangkan pada tingkat

pendidikan luar biasa yang paling dominan adalah lulusan pesantren dan

madrasah.
Meja 2
Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian’
idak. Mata pencaharian L P. total
ouah Pegawai  Negeri  Sipil /
Karyawan
1) PNS 287 | 257 544
2) TNI/POLRI 54 8 62
3) Karyawan (Swasta / 316 293 539
BUMN / BUMD)
b Pengusaha / Pedagang 467 323 790
c Petani 953 201 1.154
d Pekerjaan tukang kayu 37 0 37
Tenaga kerja 772 38 810
f Pensiunan 141 89 230
g Industri Kecil / Rumah Tangga | 11 29 40
h Sektor informal 2 0 2
saya | Jasa 2 3 5
total 3.042 | 1.171 4.213

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Dusuk Kotasari
Kotagajah memiliki profesi yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan
ekonominya. Namun yang paling mendominasi adalah mayoritas masyarakat

Dusun Kotasari adalah petani. Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai

° Dokumentasi Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2019
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petani menuntut agar masyarakatnya bekerja lebih keras untuk memenuhi
kebutuhannya.

B. Pelaksanaan Piutang Usaha Dengan Agunan Tanpa Batas Waktu di
Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah

Hutang dan piutang dengan agunan sudah biasa terjadi dalam
kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Dusun Kotasari Kotagajah,
Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Kebutuhan dana yang
terus meningkat, dengan perkembangan zaman, menuntut masyarakat Dusun
Kotasari Kotagajah, mendapatkan dana dengan mudah dan cepat. Namun
sangat disayangkan sebagian besar masyarakat di Dusun Kotasari Kotagajah
dibuat tidak tertulis, karena sebagian besar masyarakat di Kotasari Kotagajah
terbiasa melakukan perjanjian hutang dan kredit berdasarkan kepercayaan dan
bantuan.

Hal ini justru membuat peminjam, berada pada posisi yang kurang
menguntungkan, karena, selama peminjam tidak mampu memenuhi
kewajibannya, maka agunan dalam hal ini penguasaannya, masih ada di tangan
pemberi pinjaman, dan penggunaannya sepenuhnya dikuasai oleh pemberi
pinjaman. Semakin lama peminjam belum dapat melunasi hutangnya, semakin
lama pemberi pinjaman akan menikmati manfaat dari objek jaminan, semakin
besar manfaatnya. Bahkan terkadang, melebihi jumlah hutangnya. '

Peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan melakukan

wawancara dengan beberapa responden yang benar-benar mengetahui dan

10 Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi MS selaku Lurah Kotasari Kecamatan
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 September 2020



45

memahami kapan transaksi utang itu dilakukan. Karena pada saat penelitian
masih dalam keadaan pandemi Covid-19 maka pada saat wawancara peneliti
melakukannya sesuai protokol kesehatan, dengan memakai masker, dan
menjaga jarak dengan responden. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Akhmadi MS selaku Kepala Dusun Kotasari Kotagajah,
dirinya menjelaskan bahwa dirinya sendiri sudah mengetahui tentang praktek
hutang dan piutang yang terjadi di kalangan warganya. Warga Kotasari jarang
mencari utang dengan menyerahkan jaminan. Kalaupun ada, tentu dia atau
PNS setempat tahu karena biasanya diminta jadi saksi atau sekadar minta
tanda tangan. Kesepakatan biasanya dilakukan tanpa tertulis karena dilandasi
rasa saling percaya. Jaminan yang diberikan pada umumnya dapat diambil
setelah peminjam telah melunasi hutangnya. Jadi, untuk berapa tahun, jika
orang yang meminjam belum melunasi utangnya, jaminan tetap dipegang oleh
orang yang meminjam.!!

Kontrak yang ada antara pemilik modal dan peminjam harus dibuat
secara tertulis mengingat kebutuhan untuk menentukan jangka waktu sampai
saat pembayaran kembali dilakukan.

Jaminan yang hanya dapat diambil ketika peminjam mampu melunasi
utangnya menunjukkan bahwa tidak ada batasan waktu yang ditentukan.
Daeng Naja dalam hal ini mengatakan mengenai berakhirnya suatu kontrak
yang lazimnya, dalam suatu kontrak / perjanjian telah ditentukan, kapan suatu

kontrak / perjanjian akan berakhir, sehingga dengan waktu yang telah berlalu,

' Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi MS selaku Lurah Kotasari Kecamatan
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 September 2020
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maka perjanjian tersebut otomatis berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain
oleh para pihak.'?

Padahal, diketahui bahwa agunan merupakan penegasan untuk
memberikan rasa tenang, baik bagi pemberi pinjaman, maupun peminjam
dana. Dengan adanya jaminan ini, penyandang dana merasa aman dengan dana
yang telah diserahkan. Jaminan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang
membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, juga sebagai upaya
menjaga kepercayaan orang lain.'?

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa, dalam suatu
kontrak sebaiknya dilakukan secara tertulis guna mengantisipasi hal-hal yang
tidak sesuai, dengan kontrak yang ditetapkan. Penetapan pengembalian
pinjaman juga perlu disepakati sehingga diketahui sampai kapan batas waktu
pengembalian pinjaman tersebut.

Bapak Akhmadi MS menambahkan bahwa kesepakatan yang dibuat
antara kedua orang tersebut biasanya disebut pion. Tetapi jika Anda melihat
pada praktik yang sebenarnya, perjanjian tersebut lebih merupakan hutang atau
kredit. Sejauh yang dia tahu sebagai kepala desa, dia belum pernah melihat
seorang warga desa yang berselisih karena masalah hutang. Menurutnya, baik

peminjam maupun pemberi pinjaman saling memahami tanggung jawab.

12 Daeng Naja, Bank Syariah Akad, (Yagyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 38
3Susanti, "Konsep Harga Lelang Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah

Cabang Simpang Patal Palembang”, Intellectualita, Vol. 5, No. 1, Juni 2016, 46
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Karenanya, warga selalu tampil rukun meski kerap terjadi masalah ekonomi
keluarga.'*

Pendapat Bapak Akhmadi MS menjelaskan bahwa terdapat
ketidakjelasan status kontrak yang dibuat oleh warganya, apakah itu kontrak
gadai, utang, atau kredit. Walaupun kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak
yang terlibat berjalan dengan lancar tanpa ada perselisihan, namun jika melihat
keadaan, peminjam adalah orang yang sedang dalam masa sulit karena
berbagai kebutuhan dan inilah yang digunakan oleh pemilik modal untuk
mendapatkan manfaat maksimal dari jaminan yang diberikan.

Untuk memperkuat hasil wawancara dengan Bapak Akhmadi MS maka
peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Khusairi selaku tokoh adat di
Dusun Kotasari Kotagajah. Saat diwawancarai, ia menjelaskan bahwa dirinya
sudah mengetahui bahwa warga Kotasari terkadang melakukan praktik utang
dan kredit. Piutang biasanya tidak tertulis, hanya penyerahan uang pinjaman,
dan peminjam memberikan jaminan untuk mengikat hutang yang diterimanya.
Jaminan yang diberikan bermacam-macam, ada yang berupa ladang, ladang,
kebun, ternak seperti sapi atau kambing, dan ada pula yang berupa kendaraan.
Bapak Khusairi menjelaskan bahwa hutang dagang pada umumnya berlaku
sampai pihak peminjam dapat melunasi hutang tersebut. Selama peminjam
belum dapat melunasi hutangnya, ia tidak dapat mengambil jaminan yang

diberikan. Menurut dia,"

14 Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi MS selaku Lurah Kotasari Kecamatan
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 September 2020

15 Hasil Wawancara dengan Bapak Khusairi selaku Tokoh Adat Dusun Kotasari Kecamatan
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 8 September 2020
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Pernyataan Bapak Khusairi selaku tokoh adat Dusun Kotasari Kotagajah
menjelaskan bahwa praktek hutang dan kredit yang terjadi di Dusun Kotasari
adalah hal biasa dilakukan oleh masyarakat. Menurutnya, praktik ini adalah
kebiasaan, dan menurutnya, kebiasaan bisa dijadikan sebagai sumber hukum.
Ini didasarkan pada prinsip-prinsip figh:

Oy LyaaS s, pslasl
Artinya: Setiap hukum ditentukan oleh kejelasan teks dan juga ditentukan oleh
urf dan adat istiadat.'®

Aturan ini dapat dipahami bahwa apa yang dilarang oleh adat sama
dengan yang pada hakikatnya dilarang. Namun kenyataan yang ada dan terjadi
dalam praktek hutang usaha di Dusun Kotasari, pihak pemberi modal terus
menerus memanfaatkan benda-benda yang dijadikan agunan, meskipun
manfaat yang diterimanya sudah melebihi nilai pinjaman yang dipinjamkan. .

Padahal yang dimaksud dengan aturan tersebut adalah bahwa orang
yang membuat kesepakatan diperbolehkan mengambil manfaat sesuai dengan
sejumlah manfaat dari benda yang diberikan. Jadi apabila pengambilan
manfaat melebihi obyek jaminan yang diberikan, berarti orang tersebut telah
mengambil harta milik orang lain.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Bapak Muzakir selaku
warga yang memberikan modal atau pihak yang meminjamkannya. Pak
Muzakir adalah orang yang dianggap cukup dalam urusan ekonomi.

Karenanya, tak jarang warga meminta bantuannya. Saat diwawancarai, ia

16Thalhah, "Prinsip Furu'iyah Fighiyah: Penerapannya pada Masalah Kontemporer"”, dalam
Jurnal Tahkim, Vol. X, No. 1, (Juni 2014), 77
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membenarkan bahwa terkadang ia memberikan pinjaman kepada warga yang
meminta bantuan. Bicara kontrak, ia menyebut hanya sebatas utang biasa,
namun setiap warga meminta pinjaman ia meminta jaminan untuk
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena menurutnya, ada
tetangga yang meminta bantuan untuk pinjam uang dan uang yang dipinjam
tidak sedikit. Karena kasihan, Pak Muzakir juga memberikan pinjaman sebesar
yang dibutuhkan orang tersebut. Namun ternyata,'’

Menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai pihak-pihak yang terlibat
Pak Muzakir menjelaskan bahwa ketika memberikan modal atau pinjaman, ia
sering menghadirkan PNS atau tokoh masyarakat setempat untuk
menyaksikannya. Hal ini untuk memperkuat akad yang dijalankan agar ada
saksi yang mengetahui berapa uang yang dipinjamkan, jaminan apa yang
diberikan dan siapa yang meminjamnya. Soal jaminan, Pak Muzakir
menegaskan harus ada, jaminan apa yang akan diserahkan tergantung
kesepakatan. Jaminan yang ia terima dari warga berupa sebidang tanah,
kendaraan, bahkan ternak.'®

Lebih lanjut, berbicara mengenai batasan pelunasan hutang, Pak
Muzakir mengaku tidak memberikan batasan waktu kepada peminjam. la
memberikan kelonggaran kepada peminjam setiap saat sampai peminjam dapat
mengembalikan uangnya. Namun yang jelas, selama peminjam belum bisa

melunasi utangnya, benda yang dijadikan agunan akan terus digunakan.

17 Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Pemberi Modal Warga Dusun Kotasari
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 September 2020

1% Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Pemberi Modal Warga Dusun Kotasari
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 September 2020
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Menurut dia, keuntungan dari piutang dengan jaminan yang tidak memiliki
batasan waktu adalah mendapatkan keuntungan lebih dari jaminan tersebut.
Agunan tanah misalnya, dia bisa memanfaatkannya dengan mengharapkannya
kepada seseorang dan hutang yang dia berikan tidak akan berkurang.!

Tingkah laku Pak Muzakir seolah-olah menyalahgunakan posisinya
sebagai orang kaya dengan memberikan modal kepada orang lain, namun
menginginkan imbal hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi dirinya
sendiri. Padahal sudah diketahui bahwa sebagai seorang muslim dianjurkan
untuk saling membantu, terutama dalam urusan ekonomi.

Setelah wawancara dengan Bapak Muzakir selaku investor, peneliti
melakukan wawancara dengan Bapak Suparno selaku warga peminjam modal.
Saat diwawancarai, ia membenarkan bahwa dirinya telah meminjam modal
dari salah satu warga yaitu Pak Muzakir. Saat meminjam modal, tidak ada
kontrak khusus yang dibuat, hanya sebatas dia meminjam modal sekaligus
memberikan jaminan sebagai penggantinya. Pak Suparno mengaku tidak
hanya pernah meminjam modal dari Pak Muzakir satu kali, artinya sudah tiga
kali meminjam modal. Setiap dia meminta pinjaman, sudah menjadi kebiasaan
di desa Kotasari Kotagajah untuk memberikan jaminan, termasuk saat dia
meminjam modal dari Pak Muzakir. Ini karena ada warga yang menipu Pak

Muzakir dengan merampas uang yang dipinjamnya.2’

19 Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Pemberi Modal Warga Dusun Kotasari
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 September 2020
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Selanjutnya berbicara tentang jaminan, untuk dirinya sendiri biasanya
dia merelakan satu bidang tanah miliknya yang tidak jauh dari tempat
tinggalnya. Pak Suparno mengakui bahwa Pak Muzakir tidak membutuhkan
jaminan dalam bentuk apapun untuk diserahkan. Yang terpenting ada jaminan
yang diberikan agar Pak Muzakir mau meminjamkan modalnya kepada orang
tersebut. Dalam perjanjian yang dibuat dengan Pak Muzakir, Pak Suparno
mengatakan dibuat secara tertulis dan pengembaliannya dilakukan sampai bisa
mengembalikannya.

Bapak Suparno menambahkan bahwa perjanjian pinjaman dan kredit
serta penyerahan jaminan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan saling
percaya. Saat mengembalikan pinjaman tersebut, tidak ada sanksi dari Pak
Muzakir. Dan pedoman untuk mengembalikannya adalah sampai dia punya
uang dan mampu melunasi utangnya. Pak Suparno mengaku tidak merasa
terbebani dengan hutang yang diterimanya dari Pak Muzakir karena memang
Pak Muzakir sendiri tidak memberikan bunga atas hutang / modal yang
diberikannya. Hanya saja, jaminan yang ia berikan berupa sebidang tanah akan
tetap digunakan oleh Pak Muzakir selama ia tidak mampu melunasi utangnya.
Akhirnya ia melihat bahwa ladangnya sudah ditanami singkong dan sudah
besar dan siap dipanen.?!

Pengakuan Pak Suparno yang menyatakan bahwa kesepakatan dibuat

atas dasar suka sama suka dan saling percaya serta tidak adanya paksaan

21 Hasil wawancara dengan Bapak Suparno selaku Peminjam Modal warga Dusun Kotasari
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 11 September 2020
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dalam kesepakatan dan bentuk jaminan menurut peneliti sesuai dengan firman

Tuhan yang berbunyi:

)
o

gyap... o of v oy o8 i 0s BT 3 14T 0w

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jangan saling memakan kekayaan
dengan cara yang jahat, kecuali dengan cara perdagangan suka sama
suka ..."??

Namun penggunaan tanah oleh Pak Muzakir yang melebihi batas
normal dan tidak adanya pembagian hasil panen kepada Pak Suparno selaku
peminjam sekaligus pemilik tanah merugikan salah satu pihak.
Ketidakmampuan Bapak Suparno untuk segera membayar kembali pinjaman
harus ditoleransi oleh Bapak Muzakir. Namun yang dimiliki Pak Muzakir
adalah kesepakatan yang telah dibuat bahwa jaminan bisa diberikan jika Pak
Suparno bisa mengembalikan uang yang dipinjamkannya.

Untuk memperkuat pernyataan Bapak Muzakir selaku investor dan
Bapak Suparno selaku peminjam, maka peneliti melakukan wawancara dengan
beberapa saksi yaitu Bapak Mangun, Bapak Martijan, Ibu Ida, dan lbu Emi.
Saksi pertama yang diwawancarai adalah Pak Mangun. Saat diwawancarai, dia
menjelaskan bahwa saat pelunasan utang dan kredit itu, ia diminta menjadi
saksi. Menurutnya, terakhir kali Pak Suparno meminjam uang dari Muzakir
adalah Rp. 20.000.000, -. Jaminan yang diberikan kepada Pak Suparno berupa

sebidang tanah dengan ukuran 12 x 50 m. Menurut yang didengarnya, Pak

22 Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, 65
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Suparno meminjam uang untuk keperluan sekolah ketiga anaknya. Pak
Suparno sempat kebingungan karena masa pandemi ini,?

Saat ditanya tentang proses peminjaman dan pengembalian uang, ia
menjelaskan bahwa peminjaman dilakukan pada malam hari setelah Isya
‘dihadiri oleh beberapa saksi yang sengaja diundang. Soal pengembalian, Pak
Muzakir sendiri, menurut keterangannya, tidak membatasi. Pengembalian
pinjaman tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pak Suparno setiap kali ia
mampu melunasinya. Pak Mangun mengatakan bahwa selama proses
peminjaman antara Pak Muzakir dan Pak Suparno tidak pernah ada masalah.
Hanya saja jaminan dalam bentuk sebidang tanah selalu digunakan oleh Pak
Muzakir, itupun sesuai kesepakatan antara Pak Muzakir dan Pak Suparno.?*

Saksi kedua yang akan diwawancarai adalah Ibu Ida. Ibu Ida selaku istri
Pak Mangun saat diwawancara menjelaskan apa yang dikatakan Pak Mangun.
Ibu Ida menjelaskan bahwa dia dan suaminya diminta untuk hadir sebagai
saksi dalam proses serah terima hutang dan jaminan. Ibu Ida mengatakan uang
pinjaman yang diberikan kepada Pak Suparno sebesar Rp. 20.000.000, -.
Jaminan berupa sebidang bidang tanah berukuran 12x50 m. Alasan Pak
Suparno meminjam uang itu untuk biaya sekolah anak-anaknya dan untuk

tambahan modal saat musim korona.?

23 Hasil wawancara dengan saksi Bapak Mangun warga Dusun Kotasari Kecamatan
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Ibu Ida mengatakan peminjaman dilakukan pada malam hari di rumah
Pak Muzakir. Saksinya ada beberapa orang yaitu RT, suami dan dua orang
warga. Pengembaliannya tergantung Pak Suparno kapan saja dia bisa
melunasinya. Bu Ida mengatakan, selama proses pinjam-meminjam antara Pak
Muzakir dan Pak Suparno tidak pernah ada masalah. Pak Muzakir juga setuju
untuk mengolah tanah untuk sawah.?®

Tidak adanya batas waktu kesepakatan dalam bentuk penggunaan tanah
yang tidak terbatas oleh pemilik modal berarti pemilik tanah tidak dapat
memperoleh manfaat dari tanah yang dijaminkan. Hal ini sering terjadi pada
masyarakat pedesaan yang masih memiliki banyak lahan untuk digarap,
termasuk di Dusun Kotasari Kotagajah.

Jangka waktu umumnya tidak dinyatakan secara jelas, dan agunan tetap
dikuasai oleh debitur, selama pihak yang berhutang belum dapat memenuhi
kewajibannya untuk melunasi hutangnya. Hal ini justru menempatkan debitur
pada posisi yang kurang menguntungkan, karena selama debitur belum kuasa
membayarnya, maka agunan, dalam hal ini adalah tanah pertanian, yang masih
berada di tangan si penguasanya dan pemanfaatannya. tanah dan hasil panen
sepenuhnya dikuasai oleh debitur. Semakin lama debitur belum mampu
melunasi hutangnya, maka semakin besar pula imbal hasil yang diperoleh dari

objek agunan tersebut. Bahkan terkadang melebihi jumlah hutangnya.?’

26 Hasil wawancara dengan saksi lbu lda, istri Pak Mangun warga Dusun Kotasari
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 September 2020

ZISuwandi, "Posisi Agunan Antara Hutang dan Rahn", Yurisdiksi: Jurnal Hukum dan
Syariah, Vol. 7, No. 2, 2016, 212
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Perjanjian hutang yang melibatkan jaminan yang memiliki nilai jual
tinggi harus dibuat secara tertulis. Hal ini guna mendapatkan kekuatan hukum
yang dapat digunakan untuk mengantisipasi jika di kemudian hari ada pihak

yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diijinkan.

C. Ketentuan Hukum Piutang Tak Terbatas Agunan di Dusun Kotasari

Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah

Manusia selalu mengalami perubahan, yang dipengaruhi oleh
perkembangan lingkungan, dan masa, dimana mereka hidup. Perubahan
tersebut, dapat membawa nilai positif, dan negatif. Dalam masalah muamalah,
perubahan sosial yang perlu diperhatikan adalah, yang membawa nilai-nilai
positif.

Selain itu tidak ada bukti tertulis perjanjian, tidak ada batasan waktu
perjanjian, ada juga jaminan penggunaan penuh oleh pemberi pinjaman yaitu
Bapak Muzakir. Segala sesuatu yang dihasilkan dari tanah yang dijadikan
agunan merupakan hak pemberi pinjaman, sedangkan peminjamnya, Pak
Suparno, tidak memiliki hak apapun, walaupun sedikit. Penggunaan agunan
yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kotasari Kotagajah sejak lama
dimungkinkan dapat berlangsung sejalan dengan tatanan hukum Islam jika
prakteknya mengikuti teori Ali Hasan yang menyatakan:

Babarang jaminan, seperti sawah atau lading, harus diolah agar tidak
mubazir (tidak produktif), dan hasilnya bisa dibagi, antara pemilik dan
penggarap, berdasarkan kesepakatan bersama. Ada satu hal yang sangat

penting untuk diingat bahwa hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya menjadi
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hak pembudidaya seperti yang terjadi di masyarakat dan amalan seperti ini
diupayakan agar lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.?®

Realisasi penerapan hutang dagang di Dusun Kotasari Kotagajah
adalah sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pedagang.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka melakukan berbagai macam
usaha, salah satunya melalui hutang, dan kredit pada saat menghadapi
kebutuhan yang mendesak. Karena sebagian dari mereka berprofesi sebagai
petani, mereka harus menunggu beberapa bulan, untuk mendapatkan panen,
dari apa yang mereka tanam.

P.Praktik berhutang yang dilakukan oleh masyarakat Kotasari
Kotagajah diawali dengan kesepakatan antara kedua pihak yaitu pihak
peminjam yaitu Bapak Suparno mendatangi pemberi pinjaman yaitu Bapak
Muzakir untuk menawarkan kepada pemberi pinjaman apakah bersedia
memberikan pinjaman. pinjaman dengan jaminan sebidang tanah. Setelah
keduanya sepakat, perjanjian hutang mempunyai kekuatan mengikat, dan
secara otomatis hak pengelolaan tanah menjadi tanggung jawab sepenuhnya
pada pemberi pinjaman, peminjam sebagai pemilik tanah garapan tidak lagi
berhak mengelola dan memanfaatkan tanah garapan tersebut hingga hutang
lunas karena kesepakatan. tidak ada batasan waktu untuk apa yang mereka
lakukan.

PelaMasih banyak hutang masyarakat Dusun Kotasari Kotagajah yang

tidak sesuai, dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat Dusun Kotasari

2 M. Ali Hasan, Aneka Jenis Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2012), 258.
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Kotagajah membuat perjanjian hutang tidak hanya untuk membantu tetapi
juga untuk mendapatkan manfaat atas agunan yang mereka gunakan.
Meskipun hutang dan kredit bukanlah kontrak untuk mendapatkan
keuntungan yang maksimal, namun hutang dagang adalah kontrak yang
bertujuan untuk saling membantu. Hal ini terlihat pada masyarakat Dusun
Kotasari Kotagajah yang menggunakan agunan berupa tanah garapan.

MasyaRakat Dusun Kotasari Kotagajah melakukan hutang
sebagaimana biasanya, yaitu, perjanjian hutang dilakukan secara lisan, atau
tidak ada bukti tertulis bahwa, telah terjadi perjanjian hutang antara kedua
belah pihak. Perjanjian hutang juga tidak memiliki batas waktu yang jelas dan
pemberi pinjaman menggunakan jaminan.

Hutang Dagang Yang yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kotasari
Kotagajah, biasanya tidak ada bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian

hutang, padahal dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 282:

-

a8 s 486 aad el ) iy s i BT sl it
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Artinya: “Hai kamu yang beriman, jika kamu tidak melakukan uang tunai
untuk waktu yang ditentukan, biarlah kamu menuliskannya. Dan
biarlah seorang penulis di antara kamu menulis dengan benar.” (QS
Al-Bagarah: 282)%

Sebuahhutang dan kartu kredit yang ditemukan pada masyarakat

Kotasari Kotagajah tidak ditulis secara resmi, namun masing-masing pihak,

2 QS Al-Bagarah [2]: 282
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memiliki catatan kapan kontrak berlangsung, berapa banyak uang yang
terutang dan berapa tanah yang dijadikan jaminan untuk bercocok tanam.

Mengenai batasan waktu, hutang hutang dengan agunan tanpa batasan
waktu, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kotasari Kotagajah tidak
bermasalah, dan berjalan dengan baik, dan sudah menjadi kebiasaan antar
warga, untuk saling membantu membantu memenuhi kebutuhan orang lain. .
Namun hutang dan piutang yang tidak memiliki batasan waktu tersebut jelas
merugikan pemilik tanah karena tidak mendapatkan hasil dari lahan garapan
yang diusahakan oleh pemberi pinjaman.

SelaiHal ini dapat merugikan pemilik tanah karena selain kehilangan
mata pencahariannya sebagai petani sebagai pemilik sah dari tanah budi daya,
ia tidak berhak mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut yang diusahakan
karena tanah yang digarap dijadikan jaminan hutang, sepenuhnya
dikendalikan oleh pemberi pinjaman. Termasuk, manfaat yang dihasilkan dari
pengelolaan lahan budidaya.

P.Praktek hutang dengan agunan tanpa batas waktu yang
pemanfaatannya sepenuhnya dikuasai oleh pemberi pinjaman, hal itu sudah
berlangsung lama di Dusun Kotasari Kotagajah, meskipun hal ini seolah
sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktek hutang dan kredit adalah apa
yang dilakukan komunitas.

Pememanfaatkan agunan yang tidak ditentukan batas waktu termasuk
kontrak yang tidak sah meskipun telah mendapat ijin dari pemilik tanah

karena ada beberapa syarat bagi pemberi pinjaman untuk memanfaatkan
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agunan tersebut dan ijin dari pemilik tanah adalah salah satunya Syaratnya
disamping itu, pengambilan manfaat agunan yang tidak memiliki batas waktu
juga dapat merugikan pemilik tanah karena hasil yang diperoleh pemberi
pinjaman dapat melebihi jumlah hutang yang dipinjam oleh peminjam,

sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat termasuk dalam riba.



BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, peneliti
menyimpulkan bahwa hutang dagang dengan agunan Tanpa batas waktu yang
terjadi di Dusun Kotasari termasuk hutang dan piutang yang tidak sah
menurut hukum Islam karena perjanjian hutang tanpa batas dengan agunan
yang dilakukan masyarakat menimbulkan berbagai kerugian bagi salah satu
pihak.

Sebuah piutang oleh masyarakat juga tidak sesuai dengan ajaran Islam,
perjanjian hutang dan kredit yang dilakukan oleh masyarakat juga
mengandung unsur kebetulan yaitu munculnya keuntungan dan kerugian yang
bisa diperoleh salah satu pihak. Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat
yang kurang memahami hukum Islam dengan baik, salah satunya karena
kurangnya pendidikan khusus dalam hukum Islam sehingga masyarakat
melakukan kontrak hutang sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan observasi, peneliti
memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh adat agar lebih memperhatikan
kepentingan yang menjadi urusan warganya, serta membimbing dan

mengarahkannya karena mereka adalah sosok yang menjadi panutan.
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2. Masyarakat sebaiknya meninggalkan praktek utang piutang dengan
jaminan tanpa batas waktu yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan
masyarakat Desa Kotasari, agar tidak merugikan salah satu pihak
dikemudian hari.

3. Pihak peminjam dan pemberi pinjaman dalam melakukan akad utang
piutang untuk kedepannya sebaiknya melakukannya sesuai dengan
ketentuan Islam. Hendaknya akad utang piutang murni dilakukan atas
dasar tolong menolong bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan

yang sebesar-besarnya.
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WAWANCARA

Wawancara dengan Pemodal

1. Apakah benar bapak/ibu memberikan pinjaman kepada peminjam?

2. Apakah akad yang digunakan antara anda dan peminjam?

3. Siapa sajakah yang terlibat saat transaksi utang piutang?

4. Apakah ketika meminjam modal, si peminjam diharuskan untuk memberikan
juminan?

- Apa sajakah bentuk jaminan yang biasa diberikan?

Apakah pengembalian pinjaman tersebut memiliki batas waktu?

Bagaimana cara pengembalian pinjaman?

Apakah keuntungan piutang dengan juminan tanpa batas waktu?

® N

Wawancara dengan Peminjam

+ Apakah bapak/ibu pernah meminjam modal kepada seseorang?

. Apakah bentuk akad yang dipakai dalam perjunjian yang dibuat?

- Apakah setiap bapak/ibu meminjam modal diharuskan menyerahkan jaminan?

. Apa sajakah bentuk jaminan yang harus diberikan?

Apkahmmhummmmmbdumwimmm
tersebut?

. Bagaimanakah sanksi atas pengembalian pinjaman?

.Apnhhy:ngmcnjodipedompmgmbalimpin}amm?

8. Apakah terhutang tidak merasa berat atas hutang tersebut?

W & W N -

~ &



Wawancara denagan Saksi

Apakah ketika proses utang piutang dengan jaminan, anda diminta untuk
menjodi saksi?
Berapa besaran pinjaman yang dipinjam?

- Dalam bentuk apakah barang jaminannya?

Apa alasan yang melatarbelakangi utang piutang uang dengan jaminan tanpa
batas wakiu?

Bagaimana proses peminjaman dan pengembalion akad  wtang-pivtang
tersebut?

Apakah pelaksanaan pinjam meminjam di Dusun Kotasari Kotagajah
KmkmjmjmimmmhmmmbmW?

Wawancara dengan Kepala Desa

2

6.

Whpknmﬂmmnnm;pimgdmmjmimmhm
wakiu di Dusun Kotasari Kotagajah?

Apakah masysrakat Dusun Kotasari Kotagajah sering mengadakan perjanjian
utang piutang?

Apakah bentuk perjanjian yang dibuat oleh peminjam?

Apakah Bapak dapat menjelaskan tentang praktik wtang piutang yang biasa
tejadi di masyarakut?
mm,wo«mmmmmjmmﬁm
tersebut?

Mwmmmmsmwmhwjadi persclisiban?

Wawancara dengan Tokoh Adat

L

2

Apakah bapakfibu tahu bagaimana praktik utang piutang dengan jaminan
tanpa batas waktu di Dusun Kotasari Kotagajah?
Apkduwﬁn\mgdimnkmchhnmpimmdimm
warga Kotasari banyak terjadi?
Apkdn&hnmﬁmhumdnnjmdmnmdimﬂ\km?

. Jaminan seperti apa yang biasan ya diserahkan?

M«m&hnmnﬁmdmmjmamupmm
pengembaliannya?
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FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari’ah /HESy
NPM : 14125099 Semester/TA : XIV2019/2020
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Nama : Wahyu Maulana

Fukultas/Jurusan : Syanah/HISy

NPM : 14125099 Semester/TA  : X1I12020/2021
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3] Jalan K. Hajar Dewantars Kampus 15 A iingmulyo Metro Timur Kota Metro Lamung 34111

METRO Telopon (0725) 41507; Faksimili {0725) 47296; Websilo: www.syariah.metrouniv.acid; e-maf: syarish ian@metrouniv.ac.id

SURAT KETERAN A IMILAR
No:B-0056/1n,28.2/J. HESy/PP.00.9/01/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Wahyu Maulana

NPM : 14125099

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Dokumen - Skripsi

Pembimbing : 1. Eifa Murdiana, M.Hum.
2. Fredy Gandhi Midia, M.H.

Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologl Tentang Utang Piutang Dengan
JaminanTanpa Batas Waktu di Dusun Kotasari Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah.

K.a_rya fimiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan
(simdarity check) menggunakan aplikasi Tumnitin, dengan hasil presentase kesamaan 24 %.

Demikian sural keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Jatwled Document httpAsismik metroumiv.ac id/v2ipage/akademik/skademik-daftar
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Haje Dewantars Kampus 15 A ingmulyo Metro Timur Kol Mebo Lampung 34111 +
METRO Telopon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Webshe: www. syarish melrouniv.ac i, ¢-mad syarish Rin@melrouniv.ac id

Nomor  : 0936/In.28/D.1/TL.00/09/2020 Kepada Yth,,
Lampiran : - KEPALA KAMPUNG KOTAGAJAH
Perihal  : IZIN RESEARCH di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0935/In,28/D.1/TL.01/09/2020,
tanggal 04 September 2020 atas nama saudara:

Nama : WAHYU MAULANA
NPM : 14125099

Semester : 13 (Tiga Belas)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

mmmmshmmmnmmummna
atas akan mengadakan research/survey di DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH,
dalam rangka menyelesaikan Tugas i tan

mahasiswa yang bersangky
dengan judul “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UTANG PIUTANG
DENGAN JAMINAN TANPA BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASAR! KOTAGAJAH
KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH",

ORAOAPMN 1
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VRIS Lot hetp Himisaik metrouniv ac sdvYpage/akademik/akademik-dafl:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

@ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
: FAKULTAS SYARIAH
)

Jaten 10, Mo Dewanitars Kampus 15 A Iringmudyn Meero Tieur Kota Metro Lampung 34111
RO Telopon (0725) 41507, Faksmil (0725) 47206, Wedate www systah meliounivac i, 6-mal syarioh langimetouni ac

SURAT TUGAS
Nomor. 0935/in 2&/D. 1/TL 01/08/2020

Wakil Dekan | Fakultas Syari ah Institut Agama Isiam Negeri Metro, menugaskan kepada

Nama : WAHYU MAULANA
NPM D 14125099

Semester ¢ 13 (Tiga Belas)

Jurusan ¢ Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk: 1. Mengadakan observasisurvey di DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH, guna
mﬂpw\wlm data (bahan-bahan) daiam rangka menyelesaikan penulisan Tugas

mahasiswa yang bersangkutan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS
SOSIOLOGIS TENTANG UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANPA BATAS

WAKTU Di DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH", o

zm_mmmwdmmrmmmm

Km%mmamﬂmaummm
mm.mmmmmmm,WMh

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 September 2020

Wakil

\ it Zuljkha mHi
- NIP 19740811 198803 2 001




102

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN KOTAGAJAH

ST KAMPUNG KOTAGAJAH
orx T Jalan Pesanggrahan No. 1 Kotagajah
3 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34153
“

Kotagajoh, 21 Seplember 2020

Nomor SATL ) 26577 Kea VIILIS.06 [ 1X /2020
Lampiran
Perihal  Pemberian Izin Riset / Penclitian Kepala Yo,
Sdr. Wakil Dekan | Fakultas Syari‘ah,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-
Metro
Assalamualaikum Wr Wh,
Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat saudara Nomar : 0936/1n.28/D, 1/TL.00/09/2020 lentang izin Riset /
Penelitian mahasiswi atas nama : WAHYU MAULANA, Fakultas Syari'ah

Berkenaan hal tersebut kami tidak kebarutan untuk memberi izin kepada mahasiswa tersebut
untuk melakukan Risct/Penelitian sesuni yang saudara maksud di Dusun Kotasari 1 dan Kotasari
II, Kampung Kotagajah, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah.

Demikian mohon untuk untuk dimaklum adanya, atas perhationya divcapkan 1erimakasih.

Wassalamu'alatkum Wr. Wh

~~Képola Kampung Kotagajoh
/// \""/' 3 \

<3

Tembusan

- Arsip
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama penulis Wahyu Maulana, dilahirkan di Kotagajah
pada tanggal 13 Mei 1996 yang merupakan anak ke-tiga
dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Harno dan Ibu
Kurniawati.

Pendidikan dasar penulis tempuh di SD Negeri 1

Kotagajah dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan di SMP
Negeri 2 Kotagajah dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan Pendidikan
Menengah Atas penulis lanjutkan di SMA Negeri 1 Punggur dan selesai pada
tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas
Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 Tahun

Akademik 2014/2015.



